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ABSTRAK 
 
ANDI MUHAMMAD REZKIAWAL SALDI PUTRA  ( B111 09 156 ) 
Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia 
Dalam Penangkapan Ikan ( Studi Kasus Putusan Nomor 
253/Pid.B/2012/PN.MKS ), di bawah bimbingan bapak H.M. SAID KARIM 
sebagai pembimbing I dan ibu DARA INDRAWATI sebagai pembimbing 
II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
hukum pidana pada pelaku tindak pidana penggunaan bahan kimia dalam 
menangkapa ikan (Putusan Nomor  253/Pid.B/2012/PN/MKS ) dan untuk 
mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan sanksi 
pidana pada ( Putusan Nomor 253/Pid.B/2012/PN.MKS ). 
Penelitian dilaksanakan di pengadilan Negeri Makassar, serta 
penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-
undangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini. 
Hasil penelitian adalah : 1. Penerapan hukum pidana materil atas 
tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Nurdin alias Aco Bin Larri telah 
sesuai. Hal ini terlihat atas terpenuhinya semua unsur-unsur sesuai 
dengan pasal yang dikenakan pada terdakwa. Pasal yang dikenakan yaitu 
Pasal 84 ayat 1 (satu) Jo Pasal 8 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 45 
Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2004 Tentang Perikanan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, 
maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai 
dengan putusan yang di jatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri 
Makassar.  2.  dalam putusan ini hakim memiliki beberapa pertimbangan 
dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang dimana hakim 
memutuskan hukuman kepada terdakwa dengan berdasarkan nilai-nilai 
keadilan serta mengacu pada yurisprudensi dan juga ketentuan hukum 
yang berlaku pada kasus ini. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan hal-
hal yang memberatkan dan yang dapat meringankan. Penjatuhan sanksi 
kepada terdakwa Nurdin alias Aco Bin Larri telah memiliki kekuatan 
hukum yang tetap, yang telah sesuai berdasarkan beberapa alasan yang 
meringankan sanksi terhadap terdakwa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah Negeri yang sangat kaya potensi alamnya 
yang sudah Sejak ribuan tahun lalu, tanah ini telah menjadi tujuan 
migrasi dari banyak bangsa-bangsa yang mencari kemakmuran. 
Bangsa-bangsa dari tanah Hindia, dataran Indocina. Mereka semua 
bermimpi untuk datang ke negeri Indonesia. Mereka membangun 
perahu-perahu agar dapat sampai ke tanah impian mereka yaitu 
tanah air Indonesia  
Laut adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang saling 
berhubungan tanpa ada pembatas. Indonesia di anugerahi 
kekayaan alam yang tidak ternilai. Di dalam perairan Negara 
Republik Indonesia terdapat 9 ( Sembilan ) wilayah pengelolaan 
perikanan atau yang di singkat WPP. Diantaranya Selat malaka, 
Laut Cina selatan dan laut Natuna, Laut Jawa dan selat Sunda, 
Selat Makassar dan laut Flores, Laut Banda, Teluk Tomini dan laut 
Maluku, Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik, Laut Arafura, 
Samudra Hindia. 
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia 
yang terdiri dari 17.508 pulau, dengan garis pantai sepanjang 
81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta Km2 (0.3 juta Km2 perairan 
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territorial, 2.8 juta Km2 perairan nusantara) atau 62 % dari luas 
teritorialnya. 
Perairan yang berada di kedaulatan dan yurisdiksi Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, 
mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan 
yang sangat potensial. 
Sebagai negara maritim, Indonesia menyimpan potensi 
kekayaan sumber daya kelautan yang belum dieksplorasi dan 
dieksploitasi secara optimal, bahkan sebagian belum diketahui 
potensi yang sebenarnya untuk itu perlu data yang lengkap, akurat 
sehingga laut sebagai sumber daya alternatif yang dapat 
diperhitungkan pada masa mendatang akan semakin berkemban 
Sejumlah potensi tersebut merupakan sumberdaya yang 
sangat potensial dikelola, untuk kesejahteraan rakyat. Di era krisis 
ekonomi yang masih belum dapat diatasi sepenuhnya hingga saat 
ini, seharusnya potensi laut yang besar tersebut menjadi solusi. 
Namun karena selama ini kita terlalu fokus kepada sumberdaya 
yang ada di darat, maka sumberdaya laut yang besar menjadi 
tersia-siakan. Keadaan inilah yang memberikan peluang kepada 
bangsa-bangsa lain untuk mengeksploitasi laut kita dengan leluasa 
yang salah satunya dengan Illegal Fishing. 
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Kekayaan Indonesia di manfaatkan oleh sekelompok 
masyarakat Indoneisa yang bermukim di kawasan pantai yang 
dimana pada umumnya menggantungkan sumber kehidupan dari 
sektor kelautan dan perikanan atau yang disebut juga dengan 
nelayan. 
Ada banyak cara yang biasa di gunakan oleh nelayan yang 
menangkap ikan di perairan Indonesia. Banyaknya jenis ikan 
dengan segala sifatnya yang hidup di perairan yang lingkungannya 
berbeda-beda, menimbulkan cara penangkapan termasuk 
penggunaan alat penangkap yang berbeda-beda pula. Contoh dari 
sifat ikan pelagis selalau berpindah-pindah tempat, baik terbatas 
hanya pada suatu daerah maupun berupa jarak jauh seperti ikan 
tuna dan cakalang yang melintasi perairan beberapa negara 
tetangga Indonesia.  
Setiap usaha penangkapan ikan di laut pada dasarnya 
adalah bagaimana mendapatkan daerah penangkapan gerombolan 
ikan, dan keadaan potensinya untuk kemudian dilakukan operasi 
penangkapannya. 
Wilayah perairan yang sangat luas selain memberikan 
harapan dan manfaat yang besar, tapi juga membawa konsekuensi 
dan beberapa permasalahan, antara lain banyaknya sea lane of 
communication, tidak dipatuhinya hukum nasional maupun 
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internasional yang berlaku di perairan seperti Illegal Fishing dan 
juga Unprosedur Fishing. 
Namun seperti yang dilakukan oleh beberapa nelayan yang 
dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan sering 
kali terjadi eksploitasi secara besar-besaran namun tidak 
mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. 
Persoalannya adalah cara-cara yang dilakukan selama ini 
seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip tata laksana 
perikanan yang bertanggungjawab, konkritnya sebagai nelayan 
tradisional telah melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara 
yang dilarang di dalam undang-undang 
Salah satu bagain dari larangan yang ada di dalam Undang-
Undang yaitu kegiatan menangkapan ikan yang dilakukan oleh 
nelayan dengan cara merusak sumberdaya ikan dan ekosistemnya 
seperti pemboman ikan, penggunaan racun sianida, pembiusan 
dan penggunaan alat tangkap ikan seperti trawl (pukat harimau) 
serta mengeksploitasi habitat laut yang dilindungi. 
Pelanggaran tata cara penggunaan alat bantu penangkapan 
ikan merupakan kegiatan mall praktek dalam penangkapan ikan 
atau pemanfaatan sumberdaya perikanan yang secara yuridis 
menjadi pelanggaran hukum. Secara umum, maraknya 
pelanggaran tindak pidana perikanan disebabkan oleh beberapa 
faktor seperti rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan 
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tidak seimbang dengan kemampuan tenaga pengawas yang ada 
saat ini di Indonesia dan juga sarana dan armada pengawasan 
dilaut sangat terbatas ditambah lagi kemampuan sumber daya alam 
nelayan Indonesia dan juga termasuk lemahnya kordinasi dan 
komitmen antara aparat penegakan hukum yang menyimpulkan 
bahwa masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia.  
Kita sebagai mahluk hidup yang tinggal dan menggunakan 
kekayaan Indonesia semestinya sadar bahwa Indonesia dengan 
segala potensinya apabila kita gunakan secara berlebihan dan 
tidak kita seimbangi dengan prawatan dan pelestarian maka sama 
saja kita akan memberikan kepunahan terhadap kekayaan 
Indonesia tersebut. Hal ini sangat memprihatinkan untuk penerus 
anak cucu kita yang akan hidup di negeri Indonesia kita tercinta ini 
karena mereka tidak dapat merasakan lagi nikmatnya sumber daya 
alam yang Indonesia miliki apabila sumber daya alam tersebut kita 
tidak pelihara dan lestarikan dan akan punah.  
Pada tahap inilah peran Hukum khususnya Hukum Pidana  
sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan 
terhadap tindakan-tindakan yang dapat menggangu stabilitas 
pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan dan 
lingkungannya.  
Fungsionalisasi hukum sebagai sarana pengelolaan sumber 
daya perikanan, disamping sarana-sarana lainnya, memiliki 
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kelebihan yang tidak dimiliki sarana lainnya, yakni sifat mengikat 
dan  memaksa dari hukum itu. Perumusan kaidah-kaidah kebijakan 
pengelolaan sumber daya perikanan dalam suatu Perundang-
Undangan tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang 
ada, karena efektivitas hukum tersebut akan sangat tergantung 
pada saspek operasionalnya.  
Disinilah peran sanksi yang seringkali dinilai penting dan 
sangat menentukan untuk tercapainya kepatuhan, terlebih lagi 
sanksi Hukum Pidana. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang 
perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka 
menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai 
dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan 
perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, 
adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak 
diperlukan. 
Dalam menanggulangi masalah-masalah diatas pemerintah 
republik Indonesia telah membuat dan mengesahkan Undang-
Undang yang bersangkutan dengan masalah-masalah di atas 
diantaranya adalah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan. 
Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang 
perubahan dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
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Perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum 
terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang 
perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan. 
Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang 
perubahan dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan telah dirumuskan sanksi  pidana untuk beberapa jenis 
perbuatan yang dikatagorikan sebagai tindak pidana perikanan.  
Ada beberapa jenis Tindak Pidana perikanan, diatur dalam 
Pasal 86 sampai Pasal 101. adapun tindak pidana perikanan ini 
terbagi atas, tindak pidana pencemaran, pengrusakan sumberdaya 
ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan 
peledak, menggunakan bahan kimia, tindak pidana pengelolaan 
sumberdaya ikan dan tindak pidana usaha perikanan tanpa izin.  
Segala tindak pengrusakan dan penangkapan ikan yang 
berakibatkan pengrusakan terhadap ekosistem dan biota-biota laut 
termasuk di antaranya terumbukarang hingga plangton yang hidup 
di dalam laut dengan menggunakan bahan peledak,bahan kimia 
dan macam-macam penggunaan alat bantu yang dapat merusak 
ekosistem yang ada di dalam laut  perlu diperhatikan agar Undang-
undang tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya untuk melindungi 
sumberdaya alam Indonesia tersebut. 
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Ketentuan mengenai Tindak Pidana ini diatur dalam pasal 84 
sampai Pasal 87. Pada Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 45 
Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 
Tahun 2004 Tentang Perikanan rumusannya sebagai berikut: 
“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan 
dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, 
bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau 
bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan 
kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana 
di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).” Inilah salah 
satu contoh pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut 
Efektivitas sistem sanksi pidana dalam  Undang-undang 
Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai salah satu 
sarana untuk mewujudkan kebijakan lingkungan akan sangat 
dipengaruhi banyak faktor, salah satu diantaranya adalah 
perumusan kaidah hukumnya itu sendiri. 
Maka segala perarturan tentang tindak pidana penangkapan 
ikan yang dimuat didalam Undang-undang 45 Tahun 2009 tentang 
perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
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perikanan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku 
tindak pidana pelanggaran penangkapan ikan terutama pelaku 
yang dalam hal ini menggunakan alat bantu berupa bahan kimia 
yang dapat merusak ekosistem terumbu karang yang mungkin bisa 
di perbaiki namun memakan waktu yang cukup lama dan bisa 
meninggalkan cacat permanen pada terumbu karang tersebut. 
Maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk 
mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : “TINJAUAN 
YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN 
MENGGUNAKAN BAHAN KIMIA (Studi Kasus Putusan 
No.253/Pid.B/2012/Pn.MKS)” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah yang telah 
penulis uraikan di atas, maka dapat di kemukakan Rumusan 
Masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana penerapan Hukum Pidana Materil dalam Undang -
undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan  
tehadap pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan 
menggunakan bahan kimia dalam putusan 
No.253/PID.B/2012/PN.MKS? 
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2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan 
dengan menggunakan bahan kimia dalam Putusan 
No.253/PID.B/2012/PN.MKS 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka penelitian ini 
bertujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui objektivitas penerapan Hukum Pidana Materil  
terhadap pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan 
menggunakan bahan kimia dalam Putusan 
No.253/PID.B/2012/PN.MKS 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana 
Penangkapan Ikan menggunakan bahan kimia dalam Putusan 
No.253/PID.B/2012/PN.MKS. 
D. Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan penelitian ini yang dapat berguna antara lain : 
1. Dapat bermanfaat dalam memberikan informasi (input) 
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana 
illegal fishing yang pada khususnya berkaitan dengan tindak 
pidana penangkapan ikan menggunakan bahan kimia 
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2. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan 
pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi 
Civitas akademika mengenai penerapan hukum pidana bagi 
pelaku tindak pidana illegal fishing khususnya penangkapan 
ikan menggunakan bahan kimia 
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparat penegak 
hukum dalam memberikan penanganan yang lebih baik lagi 
kedepannya pada kasus tindak pidana illegal fishing khususnya 
penangkapan ikan menggunakan bahan kimia 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
  Tinjauan Yuridis berasal dari 2 kata yaitu kata “Tinjauan” 
dan “Yuridis” yang dimana Tinjauan yang kata dasarnya adalah 
Tinjau yang di berikan akhiran “-AN” yang dimana didalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (2002:1198) bebrarti : 
“hasil meninjau; pandangan; pendapat ( sesudah 
menyelidiki, mempelajari, dsb)” 
 
Sedangkan arti Yuridis berasal dari kata Yuridisch yang di 
dalam Kamus Hukum (2007:516) berarti : 
“Yuridisch atau Yuridis berarti menurut hukum; secara 
hukum; dari segi hukum” 
 
Yuridis juga dapat diartikan sebagai Judicatuur; Rechtspraak 
atau pengadilan. Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-
alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-
pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau 
sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.  
Jadi Tinjauan Yuridis adalah  suatu tinjauan terhadap suatu 
penerapan hukum pada suatu Tindak Pidana yang terjadi. Tinjauan 
Yuridis sama halnya dengan Hukum Pidana Materil yang dimana 
membahas mengenai tindak pidana apa yang terjadi, siapa 
pelakunya, terpenuhi atau tidanknya unsur-unsur tindak pidana 
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tersebut, dan sesuaikah pertanggung jawaban dan sanksi yang 
diberikan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana. 
B. Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana 
Hukum Pidana terbagi atas 2 (dua) yang dimana 
diantaranya Hukum Pidana Materil dan Hukum Hidana Formal yang 
dimana hukum Pidana Materiil mengatur tentang penentuan tindak 
pidana, pelaku tindak pidana, dan pemidana. Di Indonesia, hukum 
pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
Sedangkan Hukum Pidana Formil mengatur tentang pelaksanaan 
Hukum Pidana Materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana 
formil telah disahkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
Tentang Hukum Acara Pidana. 
Tindak pidana atau dalam kepustakaan tentang hukum 
pidana sering menggunakan istilah delik. Dalam artian tindak 
pidana atau delik adalah peraturan-peraturan yang mengatur 
tentang apa saja yang dilarang dan yang di perbolehkan di dalam 
tindak pidana dan juga mengatur tentang apa hukuman yang dapat 
di jatuhkan terhadap pelaku yang melanggarnya. 
Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang 
erat, oleh karena antara kajadian dan orang yang menimbulkan 
kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Justru untuk 
menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan 
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perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan 
kepada dua keadaan konkrit diantaranya adanya kejadian yang 
tertentu, dan adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan 
kejadian itu. 
Sehubungan dengan hal di atas adapun pengertian tindak 
pidana menurut dari para ahli diantaranya: 
Menurut  Wirjono Prodjodikoro (2003:59) Mendefenisikan 
tindak pidana adalah : 
“Suatu perbuata yang pelakunya dapat dikenai hukuman 
pidana dan pelaku ini dapat dikatakan subjek tindak pidana.” 
 
Sedangkan menurut Moeljatno (1987:54) Mendefenisikan 
tindak pidana adalah : 
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut” 
 
Dan Poernomo, SH, (1992: 130) berpendapat bahwa 
perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila 
tersusun sebagai berikut: 
”Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh 
suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan 
pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut” 
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Setelah membaca beberapa pendapat-pendapat para ahli 
tentang delik dan beberapa uraian di atas dapat kita simpulkan 
bahwa delik atau tindak pidana dapat didefenisikan sebagai 
perbuatan yang di larang yang dimana apa bila seseorang 
melakukannya maka dia akan mendapat hukuman dari 
perbuatannya.  Mulai dari hukuman terringan hingga hukuman yang 
sangat berat, dan berdasarkan sifat dari ancaman tersebut yang 
menjadi subyek dari tindak pidana adalah manusia dan atau badan 
hukum yang bertindak seperti kedudukan manusia 
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus ada 
rumusan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang 
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. 
Dalam sebuah rumusan harus di tentukan beberapa syarat atau 
unsur yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan, sehingga 
dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak 
dilarang. 
a. Unsur subyektif meliputi : 
Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, 
artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan 
oleh manusia. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa 
sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana 
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sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim 
tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh 
seseorang dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada 
tindak pidana. 
Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang 
hukuman yang berbeda berdasarkan Tindak Pidana yang telah 
dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur 
kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan 
dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut 
berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar 
sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti 
sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si 
pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki 
oleh Undang-undang. Pertanggungjawaban yang menentukan 
bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta 
pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban 
seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. 
b. Unsur Obyektif meliputi : 
Tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu 
harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga 
perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan 
17 
 
itu memenuhi rumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak 
bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan 
suatu tindak pidana, para ahli mengemukakan beberapa 
pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana diantaranya : 
Salah seorang pakar hukum Simons (2000:51), 
mengatakan unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah : 
1.  Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau 
tidak berbuat atau membiarkan). 
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld) 
3. Melawan hukum (onrechtmatig) 
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband 
staand) 
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab 
(toerekeningsvatoaar person). 
Sedangkan menurut Lamintang (1969:67). yang 
merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana  sejumlah tiga 
sifat: 
1. Wederrechtjek ( Melanggar hukum ) 
2. Aan schuld te wijten ( Telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak sengaja ) 
3. Strafbaar ( Dapat dihukum ) 
 
 Sementara itu trio Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris 
merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana. Seperti 
yang terlihat dalam definisinya sendiri. Perbuatan pidana adalah 
perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan 
delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. 
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1. Handeling (perbuatan manusia) 
2. Termasuk dalam rumusan delik 
3. Wederrechtjek (melanggar hukum) 
4. dan Dapat dicela. 
 
Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana  pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam 
unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. 
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si 
pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk 
ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam 
hatinya.Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
1.  Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa). 
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau 
pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
3. Macam-macam maksud atau ogmerk seperti yang 
terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-
lain. 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad 
seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana. 
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5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam 
rumusan tindak pidana  menurut Pasal 308 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana. 
Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-
keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di 
lakukan. Unsur-unsur objektif dari sutau tindak pidana itu adalah: 
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang 
pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut 
Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau 
keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu 
Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 
398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kausalitas 
yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
 
C.   Tindak Pidana Illegal Fishing 
1. Pengertian Illegal Fishing 
Illegal Fishing adalah kata yang di populerkan oleh para 
pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah popular di 
media massa. Illegal Fishing terdiri dari 2(dua) kata yaitu “Illegal” 
20 
 
yang didalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia (2001:205) 
adalah :  
“kegiatan melanggar hukum, gelap, tidak sah atau liar”  
 
Sedangkan kata “Fishing” yang didalam Kamus Bahasa 
Inggris-Indonesia (2001:156) adalah : 
“menangkap ikan;penangkapan ikan” 
Maka Illegal Fishing dapat diartikan sebagai Suatu kegiatan 
menangkap ikan yang melanggar hukum atau penangkapan ikan 
secara illegal.  
Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan 
untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan 
dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan 
yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, 
menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelolah, dan/atau 
mengawetkan.Penangkapan Ikan secara illegal berarti segala 
bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-
undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pasal 1 dan 
perundangan lainnya yang masih berlaku hingga saat ini. 
 Pada tahun 2001 Food and Agriculture Organization (FAO) 
Mengeluarkan panduan khusus mengatasi kegiatan Illegal Fishing 
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di Samudra Dunia yang diberi nama International Plan of Action to 
Prevent, Determine and Eliminate IUU-fishing. Didalam panduan 
tersebut terdapat langkah-langkah pengelolaan sumber daya 
perikanan yang komprehensif, terintegrasi, efektif, transparan serta 
memperhatikan kelestarian sumber daya bagi negara-negara 
perikanan dunia. 
Dalam naska dari panduan khusus International Plan of 
Action to Prevent, Determine and Eliminate IUU-fishing. yang telah 
di keluarkan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) 
membagi menjadi 3 kategori kegiatan Illegal Fishing. Kegiatan   
perikanan   yang   termasuk   kategori   illegal   adalah   kegiatan 
penangkapan ikan yang : 
a. Dilakukan oleh kapal-kapal nasional maupun kapal asing di 
perairan di dalam yuridiksi satu negara tanpa izin dari negara 
tersebut ataupun bertentangan dengan hukum dan 
peraturan yang berlaku di negara tersebut. 
b. Dilakukan oleh kapal-kapal yang mengibarkan bendera 
negara anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan 
regional tetapi bertindak bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh 
organisasi regional tersebut, ataupun bertentangan dengan 
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ketentuan hukum internasional yang berlaku lainnya yang 
relevan. 
c. Bertentangan dengan hukum  nasional atau pun kewajiban 
internasional lainnya, termasuk yang dianut oleh negara-
negara yang menyatakan bekerjasama dengan suatu 
organisasi pengelolaan perikanan regional terkait. 
 
2. Ketentuan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan yang 
Diperbolehkan dan Dilarang 
a. Alat yang Diperbolehkan 
Ada beberapa cara yang biasa di lakukan oleh nelayan 
untuk menangkap ikan salah satu yang paling sering di lakukan 
oleh nelayan adalah mengumpulkan segerombolan ikan dengan 
menggunakan alat bantu penangkap yang biasa disebut rumpon 
dan sinar lampu. Kedudukan rumpon dan sinar lampu untuk usaha 
penangkapan ikan di perairan Indonesia sangat penting ditinjau dari 
segala aspek baik ekologi, biologi, maupun ekonomi. 
Rumpon digunakan pada siang hari sedangkan lampu 
digunakan pada malam hari untuk mengumpulkan ikan pada 
titik/tempat laut tertentu sebelum operasi penangkapan dilakukan 
dengan alat penangkap ikan seperti jaring, huhate dsb. 
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selain alat bantu yang di sebutkan di atas, berikut adalah alat 
bantu penangkapan ikan dengan peraturan penggunaannya., guna 
menjaga dan memelihara serta melestarikan kekayaan alam 
Indonesia pemerinta Indonesia menerbitkan beberapa peraturan 
penggunaan alat untuk menangkap ikan. Di antaranya penggunaan 
alat penangkap ikan seperti : 
1. Pukat Ikan 
Pukat ikan boleh di pergunakan dengan 2 ketentuan 
di antaranya di dalam dan di luar selat malaka dengan Mesh 
size cod end > 50 mm. dan pada groud rope tidak 
menggunakan bobbin dan rantai pengejut dan juga tidak 
boleh dioprasikan dengan menggunakan 2 kapal sekaligus. 
Hal di atas memiliki dasar hukum sebagai berikut Kep 
Mentan No.770/Kpts/IK.120/10/96; Kep. Ditjen. No. IK.340/ 
D3. 2304/96K. 
2. Pukat Udang 
    Pukat udang boleh di pergunakan dengan syarat mesh 
size cod end > 30 mm serta harus menggunakan TED/API 
jarak jeruji > 10 cm dan tidak boleh di oprasikan dengan 2 
kapal serta Isobath <10 m & hanya boleh 130o BT ke Timur. 
Pukat udang memiliki dasar hukum Kepres 85/82. 
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3. Purse Seine PK/PB 
Purse Seine PK/PB alat ini tidak boleh di gunakan 
pada zona Jalur I a < 3 mil, serta Jalur I< 100 mil 
T.Tomini,L.Maluku, L.Seram, L.Banda, L.Flores, L.Sawu dan 
ukuran alat yang tdak diperbolehkan melewati batas dari 
Panjang jaring < 150 m, PS Non Group Panjang  < 600 m, 
PS 2 Kapal Non Group Panjang  < 1000 m, PS Group & 
>350 GT < 800 GT, Purse Seine PB Ukuran Mesh Size PS 
PK > 1 inchi, Ukuran Mesh Size PS PB > 3 inchi alat ini 
memiliki dasar hukum dari Kep. Mentan 392/99. 
4. Gill Net 
Gill net dapat di lakukan di zona Jalur 1a dengan 
panjang kurang dari 1000m , jalur 1 dengan panjang kurang 
dari 2500m , serta jalur 1 dan 2 dengan panjang lebih dari 
2500m dengan dasar hukum dari Kep. Mentan 392/99. 
5. Tuna Long Line 
Tuna Longline dapat di gunakan pada jalur 1 dengan 
jumlah mata pancing kurang dari 1200 sedangkan jalur 1 
dan 2 dengan jumlah mata pancing lebih dari 1200 dengan 
dasar hukum dari Kep.Mentan 293/99. 
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6. Pukat Hela Kaltim Bagian Utara 
Pulkat hela kaltim bagian utara dengan jarak kurang 
dari 1 mill dengan batasan harus kurang dari 5 GT dan untuk 
jarak yang kurang dari 4 mill di perbolehkan menggunakan 
lebih dari 5 GT tapi tidak di perbolehkan melebihi dari 30 GT 
dengan dasar hukum dari Permen KP. No. 06/2008. 
7. Gill Net ZEEI 
Gill Net ZEEI dapat di gunakan di daerah perairan 
territorial kurang dari 12 mill dengan spesifikasi alat 
penangkap ikan Gill net hanyut (mesh size > 10 cm, panjang 
< 10000 m dan dalam < 30 m), Gill net tetap (mesh size > 20 
cm, panjang << 10000 m dan dalam 30 m) dengan dasar 
hukum dari Permen KP. No. 08/2008. 
Dengan di tambahkan 2 ketentuan baru alat penangkap 
ikan, diantaranya : 
1. PERMEN. KP Nomor. PER.06/MEN/2008 Tentang 
Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela Di 
Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara. Pukat Hela 
adalah alat penangkap ikan terbuat dari jaring 
berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat 
pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan 
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cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang 
melaju (SNI 7277.5:2008). 
2. PERMEN. KP Nomor. PER.08 / MEN /2008 Tentang 
Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (Gill 
Net) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Gillnet 
adalah alat penangkapan ikan yang jaring yang 
berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan 
pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah 
atau tanpa tali ris bawah untuk menghadang ikan 
sehingga ikan tertangkap dengan cara terjerat dan atau 
terpuntal dioperasikan di permukaan, pertengahan dan 
dasar secara menetap, hanyut dan melingkar dengan 
tujuan menangkap ikan pelagis dan demersal (SNI 
7277.8:2008). 
b. Alat Penangkapan Ikan dan Cara Pengoperasiannya yang 
Dilarang 
Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikanan maupun Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri 
dan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal, menyatakan bahwa : 
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1. Larangan Terhadap Penggunaan Bahan Peledak, Bahan 
Beracun, dan Aliran Listrik. 
a. Dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 
Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 
2004 Tentang Perikanan : 
“Setiap orang dilarang melakukan  penangkapan ikan 
dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan 
bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan 
atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan 
dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian SDI 
dan atau lingkungannya di WPP RI” 
 
b. Pasal 8 ayat 2 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 
Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 
2004 Tentang Perikanan : 
“Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli 
penangkapan ikan, dan ABK yang melakukan 
penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan 
kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau 
cara, dan atau bangun yang dapat merugikan dan/atau 
yang dapat membahayakan kelestarian SDI dan atau 
lingkungannya di WPP RI” 
 
c. Pasal 8 ayat 3 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 
Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 
2004 Tentang Perikanan : 
“Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan 
perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, 
dan atau operator kapal perikanan dilarang 
menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan 
peledak, alat dan atau cara, dan atau bangun yang 
dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan 
kelestarian SDI dan atau lingkungannya di WPP RI" 
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d. Pasal 9 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 
Tentang Perikanan : 
“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan 
atau menggunakan dikapal penangkap ikan di WPP RI :  
1. Alat penangkapan ikan dan atau alat bantu 
penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan 
ukuran yang ditetapkan 
2. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan 
persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk 
tipe alat tertentu; dan atau Alat penangkapan ikan 
yang dilarang” 
 
e. Pasal 12 ayat 1 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 
Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 
2004 Tentang Perikanan : 
”Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan 
sumberdaya ikan dan atau lingkungannya di WPP RI” 
 
2. Larangan  Penggunaan Jaring Trawl 
Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden RI 
Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan kegiatan 
penangkapan ikan yang menggunakan jaring trawl dihapus 
secara bertahap: 
Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 39 Tahun 1980, terhitung mulai tanggal 1 
Juli 1980 sampai dengan tanggal 1 Juli 1981 kapal 
perikanan yang menggunakan jaring trawl dikurangi 
jumlahnya, sehingga seluruhnya tinggal menjadi 1000 buah 
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Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Keputusan 
Presiden RI Nomor 39 Tahun 1980 bahwa  Presiden 
Republik Indonesia mengintruksikan terhitung mulai tanggal 
1 Januari 1983 di seluruh Indonesia tidak lagi terdapat kapal 
perikanan yang menggunakan jaring trawl. 
3. Larangan Terhadap Pengoperasian Pukat Udang 
(Shrimp Net) dan Pukat Ikan (Fish Net) yang 
Menggunakan 2 Kapal 
a. Pasal 31 ayat 3 Keputusan Menteri Kelautan dan 
Perikanan  Nomor KEP.60/MEN/2001 tentang Penataan 
Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia, pengoperasian pukat udang (Shrimp Net) dan 
Pukat Ikan (Fish Net) dilarang menggunakan 2  kapal. 
b. Pengoperasian satu unit jaring pukat udang atau pukat 
ikan yang ditarik dengan menggunakan 2  kapal secara 
bersamaan biasa disebut dengan Pair Trawl (Trawl Kapal 
Ganda).  
c. Ciri-ciri pengoperasian jaring Pukat Udang atau Pukat 
Ikan dengan sistem kapal ganda (pair trawl) antara lain: 
1. Dalam operasinya satu unit jaring ditarik dengan 
menggunakan 2 buah kapal secara bersamaan 
yang memiliki ukuran yang hampir sama. 
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2. alam operasinya tidak menggunakan papan 
pembuka mulut jaring (otter board). 
3. Hasil tangkapan utamanya adalah berupa ikan 
demersal dan sebagian ikan pelagis; seperti 
Kakap (Lutjanus spp.), Kurisi (Nemipterus spp.), 
Selar (Carank spp.), Mata merah (Priacanthus 
spp.), Kuniran (Upeneus spp.), Manyung (Arius 
spp.), Beloso (Saurida spp.), Lencam (Lethrinus 
spp.), Sotong (Sepia spp.), Udang barong 
(panulirus spp.),  
3.  Pengertian Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan 
Kimia 
Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia 
adalah kegiatan yang dilarang dan di atur dalam Undang-undang 
nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang 
nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang di atur dalam pasal 
84. Kegiatan ini sangat marak terjadi di perairan Indonesia di 
karenakan sumber daya ikan yang melimpah di Indonesia namun 
kurangnya perhatian pemerinta terhadap ini. Illegal Fishing mulai 
dari pencurian ikan yang di lakukan oleh nelayan-nelayan dari 
Negara seberang hingga yang mencakup tentang pengrusakan 
biota-biota laut yang di lakukan oleh nelayan yang tidak 
bertanggung jawab. 
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Penangkapan ikan secara melawan hukum dengan 
menggunakan bahan kimia adalah suatu kegiatan memperoleh 
atau mengmpulkan ikan yang dimana dia menggunakan alat bantu 
berupa bahan kimia yang beracun yang dampak dari bahan kimia 
tersebut dapat meruska biota-biota laut yang terkena olehnya. 
Tujuannya agar nelayan dengan mudah menangkap ikan yang 
telah pingsan terkena oleh bahan kimia beracun tersebut. 
Berbagai cara yang di gunakan oleh nelayan untuk 
mendapatkan ikan dengan cara mudah salah satunya dengan 
bahan kimia yang beracun. 
Penangapan ikan menggunakan bahan kimia adalah 
tindakan pemanfaatan sumberdaya ikan dengan cara menangkap 
atau mengumpulkan ikan dengan menggunakan alat bantu berupa 
bahan beracun yang dapat merusak ekosistem dan sumberdaya 
yang ada di dalam lau ataupun daerah dimana bahan beracun itu 
digunakan untuk menangkap ikan. 
Salah satu kasus penangkapan ikan secara illegal adalah 
dengan mengguakan bahan kimia yang berdampak pada 
kerusakan ekosistem laut seperti terumbukarang dan lain 
sebagainya. Bahan kimia yang biasa nelayan gunakan adalah 
bahan kimia jenis Potasium Sianida. 
Potasium Sinida atau yang biasa disebut juga dengan KCN 
adalah salah satu senyawa anorganik paling beracun , berbentuk 
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kristal tampilannya mirip gula tak berwarna dan mudah sekali larut 
dalam air. 
Sebenarnya Potasium Sianida di ciptakan untuk 
pertambangan, electroplating, dan fotografi. KCN sering juga 
digunakan sebagai insektisida. Bahan-bahan yang terkandung KCN 
di dalamnya meliputi insektisida, gasolin, produk pelurus rambut, 
cairan pemutih, pembersih toilet, serta biasa di gunakan untuk di 
campurkan sebagai alat pembersih emas. 
Namun ada beberapa nelayan yang menggunakan 
Potassium Sianida sebagai alat bantu untuk menangkap ikan tanpa 
memikirkan dampak dari kerusakan penggunaan alat bantu 
tersebut. Karena kebanyakan nelayan ingin menangkap ikan 
dengan mudah dan cepat maka mereka menggunakan Potasium 
Sianida sebagai alat bantu menangkap ikan. 
Caranya dengan mencampurkan Potsium Sianida kedalam 
air yang takarannya 1 biji Potassium Sianida dengan 1 liter air laut. 
dan dimana setelah Potassium Sianida tercampur si nelayanpun 
tinggal menyemprotkan kearah terumbukarang yang dimana tempat 
ikan biasa bersembunyi dan mengakibatkan ikan menjadi lemas 
pusing sehingga ikan tersebut keluar dari karang 
persembunyiannya dengan keadaan oleng. 
Namun nelayan tidak memikirkan dampak karang yang 
terkena oleh Potsium Sianida tersebut karang itu pun akan memutih 
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dan mati sehingga tidak dapat dihunakan lagi oleh ikan untuk 
menjadi tempat tinggalnya, bisa kta bayangkan apabila sebagian 
terumbu karang rusak akibat perilaku nelayan. Maka ikan-ikan tidak 
lagi memiliki tempat tinggal dan makanan di dasar laut dan 
perkembangbiakan dari populasi ikan pun akan rusak serta 
dampaknya tentu saja kembali kepada kita dan untuk anak cucu 
kita dimasa depan. 
Ketentuan larangan penggunan bahan kimi tersebut diatur 
dalam Undang-undang no. 45 tahun 2009 tentang atas perubahan 
Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dalam 
Pasal 84 sampai Pasal 87. Pada Pasal 84 ayat 1 rumusannya 
sebagai berikut:  
“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan 
dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, 
bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau 
bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan 
kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana 
di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).” Inilah salah 
satu contoh pasal yang mengatur tindak pidana Illegal fishing yang 
merusak ekosistem laut.” 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam setiap penulisan karya ilmiah atau skripsi selalu  diawali 
dengan penelitian. Maka penulis akan melakukan penelitian tepatnya di 
daerah kota Makassar. Pemilihan kota Makassar didasarkan kepada 
pertimbangan bahwa daerah ini merupakan pusat ibu kota, dan Makassar 
sebagai salah satu kota besar kawasan timur Indonesia tentunya memiliki 
masalah yang kompleks, dan dikarenakan di Makassar juga terdapat 
pengadilan khusus tindak pidana Lllegal Fishing yang dimana pengadilan 
tersebut tidak terdapat di seluruh kota yang ada di Indonesia ,yang 
dimana penelitian ini akan penulis laksanakan di pengadilan Negeri 
sebagai institusi yang melaksanakan putusan pengadilan dan juga 
sebagai pengawas terhadap terdakwa dalam menjalankan putusan 
pidananya.  
B. Tehnik Pengumpulan Data 
Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, 
maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai 
berikut : 
1. Peneitian kepustakaan  
Penelitian ini di lakukan dengan cara menelaah bahan-bahan 
pustaka yang relevan dengan penlitian berupa literature-
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literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), Peraturan perundang-
undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai 
instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan 
untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli 
ini dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan. 
2. Penelitian Lapangan 
Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis 
menggunakan Wawancara yang dimana penulis mengumpulkan 
data dalam bentuk Tanya jawab yang di lakukan secara 
langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim, atau 
ahli hukum yang mengerti tentang obyek penelitian penulis. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Data primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung dari 
lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang 
berkaitan dengan penelitian melalui wawancara. 
2. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dan bersumber dari 
penelaahan studi kepustakaan berupa literature-literatur, karya 
ilmiah ( hasil penelitian), Peraturan perundang-undangan, 
majalah, surat kabar dokumentasi dari berbagai instansi yang 
terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
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D. Teknik Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang 
diperoleh baik data primer maupun sekunder, merupakan data yang 
sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang di gunakan adalah 
analisis kualitatif, dimana proses pengelolaan datanya yakni setelah 
data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian 
data tersebut di olah dan di analisis secara dedukatif dengan 
menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus 
serta menafsirkan data berdasarkan teori dengan berlandaskan 
kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti 
persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah 
kemudian ditarik suatu kesimpulan. 
 
 
 
 
  
 
. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Kimia (Studi 
Kasus Putusan Nomor 253/Pid.B.2012/PN.MKS) 
1. Posisi Kasus  
Nurdin Alias Aco pada hari minggu Tanggal 18 Desember 
2011 Selaku Juragan/Nahkoda Kapal “KM.KARYA MANDIRI” telah 
melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan perikanan 
Indonesia Tepatnya di sekitar Pulau Salisingan Kecamatan Bala-
Balakan Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat dengan 
kordinat 02 18’ 970” S – 117 14’ 020” B dengan menggunakan 
bahan kimia berupa Pottasium sianida yang di buat oleh terdakwa 
sendiri, yang dimana dilakukan dengan cara terdakwa mencampur 
bahan Pottasium Sianida dengan air laut di dalam kantong plastic 
bening dengan komposisi 1 Biji Pottasium Sianida untuk 1 Liter air 
Laut, kemudian kantong pelastik yang berisi Pottasium Sianida 
yang sudah di larutkan bersama air laut dibawah menyelam ke 
dasar laut oleh terdakwa dengan menggunakan alat selam dan 
mencari ikan di sela-sela lubang karang, apabila terdakwa melihat 
ikan disela-sela lubang karang lalu terdakwa semprotkan Pottasium 
sianida kearah ikan tersebut dan mengakibatkan ikan keluar dari 
lobang karang dalam keadaan teller dan melayang-layang. 
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Setelah itu terdakwa memasang jaring, ikan yang terkena 
semprotan cairan menjadi teller/pingsan masuk kedalam jaring 
dengan demikian terdakwa mudah menangkap ikan tersebut lalu 
memasukkan kedalam bak yang sudah disiapkan di atas perahu. 
Sementara terdakwa telah berhasil mendapatkan ikan sebanyak 3 
(ekor), tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Tim Anggota Kepolisian 
Perairan Polda Sulawesi Selatan lalu melakukan penggeledaan 
dan menemukan  1 Unit Kompressor , 14 Butir Pottasium Sianida, 1 
rol selang, 1 buah regulator, 1buah kacamata selam, 1 pasang 
sepatu bebek, 1 buah jaring, 3 ekor ikan jenis sunu dan dokumen 
KM KARYA MANDIRI. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Dikutip dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang isinya 
sebagai berikut : 
Dakwaan Primair 
Bahwa ia Terdakwa Nurdin alias Aco Bin Larri pada hari 
Minggu Tanggal 18 desember 2011 sekitar jam 16.30 wita atau 
setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan desember 2011 
bertempat di wilayah Perairan Indonesia tepatnya kurang lebih di 
Perairan Pulau Salisingan Kecamatan Bala-balakan Kabupaten 
Mamuju Propinsi Sulawesi Barat dengan koordinat 02 18” 970” S – 
117 14’ 020” B oleh karena terdakwa di tahan di Rumah Tahanan 
Negara Makassar dan sebagian saksi bertempat tinggal di 
Makassar maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP pengadilan 
Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili 
perkara terdakwa yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan 
atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, 
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biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan 
yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian 
sumber daya ikan  dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (1) UU.RI Nomor 45 Tahun 2009 tetang 
Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang 
Perikanan.perbuatan maka dilakukan terdakwa dengan cara 
sebagai berikut: 
- Bahwa  pada hari Minggu Tanggal 18 Desember 2011 
terdakwa NURDIN alias ACO BIN LARRI selaku 
Juragan/Nahkoda Kapal “ KM.KARYA MANDIRI “ telah 
melakukan penangkapan ikan diwilayah Perairan Perikanan 
Indonesia tepatnya kurang lebih di Perairan Pulau Salisingan 
Kecamatan Bala-balakan Kabupaten Mamuju Propinsi 
Sulawesi Barat dengan koordinat 02 18” 970” S – 117 14’ 020” 
B dengan menggunakan bahan kimia berupa potassium 
sianida yang di buat oleh terdakwa sendiri,perbuatan mana 
yang dilakukan oleh terdakwa pertama-tama terdakwa 
mencampur bahan potassium sianida tersebut dengan air laut 
d idalam kanton pelastik bening dengan perbandingan 1 (satu) 
biji potassium sianida dilarutkan dalam air sebanyak 1 (satu) 
liter, kemudian kantong plastik yang berisi cairan Pottasium 
Sianida yang sudah di larutkan bersama air laut dibawah 
menyelam ke dasar laut oleh terdakwa dengan menggunakan 
alat selam dan mencari ikan di sela-sela lubang karang, 
apabila terdakwa melihat ikan disela-sela lubang karang lalu 
terdakwa semprotkan Pottasium sianida kearah ikan tersebut 
dan mengakibatkan ikan keluar dari lobang karang dalam 
keadaan teller dan melayang-layang.Setelah itu terdakwa 
memasang jaring, ikan yang terkena semprotan cairan 
menjadi teller/pingsan masuk kedalam jaring dengan demikian 
terdakwa mudah menangkap ikan tersebut lalu memasukkan 
kedalam bak yang sudah disiapkan di atas perahu 
- Sementara terdakwa NURDIN ALIAS ACO BIN LARRI telah 
berhasil mendapatkan ikan sebanyak 3 (tiga) ekor, tiba-tiba 
terdakwa didatangi oleh Tim Anggota Kepolisian Perairan 
Polda Sulawesi Selatan diantaranya saksi HASDI dan saksi 
A.ARWAN dan ternayat di atas kapal “ KM KARYA MANDIRI “ 
yang di nahkodai oleh terdakwa NURDIN ALIAS ACO BIN 
LARRI ditemukan  1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) rol selang, 
14(empat belas) butir Potasium Sianida, 1(satu) buah 
kacamata selam, 1(satu) pasang sepatu bebek, 1(satu) buah 
Regulator/Dakor, 3(satu) ekor ikan jenis sunu,2(dua) lembar 
Dokumen KM.Karya Mandiri. 
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 
POLRI cabang Makassar Nomor : 1481/KTF/XII/2011 tanggal 
28 Desember 2011 yang dimuat dan ditandatangani oleh 
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Dra.SUGIHARTI, HASURA MULYANI, Amd dan  SUBONO 
SOEKIMAN, pemeriksa pada Laboratoris Kriminalistikforensik 
Cabang Makassar dengan kesimpulan barang bukti bahwa : 
Barang bukti butiran warna putih adalah benar Potasium 
sianida (KCN) tersebut milik lelaki NURDIN ALIAS ACO BIN 
LARRI mengandung senyawa Kalium Sianida (KCN/Potasium 
sianida) merupakan bahan kimia berbahaya/beracun, yang 
dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian 
Sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. 
 
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana pada 
Pasal 84 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 
2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 
2004 Tentang Perikanan. 
 
Dakwaan Subsidair  
 
Bahwa ia Terdakwa Nurdin alias Aco Bin Larri pada hari 
Minggu Tanggal 18 desember 2011 sekitar jam 16.30 wita atau 
setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan desember 2011 
bertempat di wilayah Perairan Indonesia tepatnya kurang lebih di 
Perairan Pulau Salisingan Kecamatan Bala-balakan Kabupaten 
Mamuju Propinsi Sulawesi Barat dengan koordinat 02 18” 970” S – 
117 14’ 020” B oleh karena terdakwa di tahan di Rumah Tahanan 
Negara Makassar dan sebagian saksi bertempat tinggal di Makassar 
maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP pengadilan Negeri 
Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara 
terdakwa yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan 
atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu 
penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan 
sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 9 (Sembilan) Undang Undang RI Nomor 45 tahun 2009 
tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan 
cara sebagai berikut: 
- Bahwa  pada hari Minggu Tanggal 18 Desember 2011 
terdakwa NURDIN alias ACO BIN LARRI selaku 
Juragan/Nahkoda Kapal “ KM.KARYA MANDIRI “ telah 
melakukan penangkapan ikan diwilayah Perairan Perikanan 
Indonesia tepatnya kurang lebih di Perairan Pulau Salisingan 
Kecamatan Bala-balakan Kabupaten Mamuju Propinsi 
Sulawesi Barat dengan koordinat 02 18” 970” S – 117 14’ 020” 
B dengan menggunakan bahan kimia berupa potassium 
sianida yang di buat oleh terdakwa sendiri,perbuatan mana 
yang dilakukan oleh terdakwa pertama-tama terdakwa 
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mencampur bahan potassium sianida tersebut dengan air laut 
d idalam kanton pelastik bening dengan perbandingan 1 (satu) 
biji potassium sianida dilarutkan dalam air sebanyak 1 (satu) 
liter, kemudian kantong plastik yang berisi cairan Pottasium 
Sianida yang sudah di larutkan bersama air laut dibawah 
menyelam ke dasar laut oleh terdakwa dengan menggunakan 
alat selam dan mencari ikan di sela-sela lubang karang, apabila 
terdakwa melihat ikan disela-sela lubang karang lalu terdakwa 
semprotkan Pottasium sianida kearah ikan tersebut dan 
mengakibatkan ikan keluar dari lobang karang dalam keadaan 
teller dan melayang-layang.Setelah itu terdakwa memasang 
jaring, ikan yang terkena semprotan cairan menjadi 
teller/pingsan masuk kedalam jaring dengan demikian terdakwa 
mudah menangkap ikan tersebut lalu memasukkan kedalam 
bak yang sudah disiapkan di atas perahu 
- Sementara terdakwa NURDIN ALIAS ACO BIN LARRI telah 
berhasil mendapatkan ikan sebanyak 3 (tiga) ekor, tiba-tiba 
terdakwa didatangi oleh Tim Anggota Kepolisian Perairan 
Polda Sulawesi Selatan diantaranya saksi HASDI dan saksi 
A.ARWAN dan ternayat di atas kapal “ KM KARYA MANDIRI “ 
yang di nahkodai oleh terdakwa NURDIN ALIAS ACO BIN 
LARRI ditemukan  1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) rol selang, 
14(empat belas) butir Potasium Sianida, 1(satu) buah 
kacamata selam, 1(satu) pasang sepatu bebek, 1(satu) buah 
Regulator/Dakor, 3(satu) ekor ikan jenis sunu,2(dua) lembar 
Dokumen KM.Karya Mandiri. 
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI 
cabang Makassar Nomor : 1481/KTF/XII/2011 tanggal 28 
Desember 2011 yang dimuat dan ditandatangani oleh 
Dra.SUGIHARTI, HASURA MULYANI, Amd dan  SUBONO 
SOEKIMAN, pemeriksa pada Laboratoris Kriminalistikforensik 
Cabang Makassar dengan kesimpulan barang bukti bahwa : 
Barang bukti butiran warna putih adalah benar Potasium 
sianida (KCN) tersebut milik lelaki NURDIN ALIAS ACO BIN 
LARRI mengandung senyawa Kalium Sianida (KCN/Potasium 
sianida) merupakan bahan kimia berbahaya/beracun, yang 
dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumber 
daya ikan dan/atau lingkungannya. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana 
pasal 85 Undang Undang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang 
perubahan atas Undang undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikanan. 
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Adapun alat bukti yang di ajukan oleh penuntut umum dalam 
persidangan adalah beberapa saksi-saksi diantaranya sebagai berikut: 
- HASDI (Petugas Kepolisian) 
- A. ARWAN (Petugas Kepolisian) 
- ANDI MEI AGUNG, S.ST,Pi (Ahli Perikanan) 
- KIKIN Bin SIDDI (ABK KM.Karya Mandiri) 
- RAHMAT Bin SAKING (ABK KM.Karya Mandiri) 
- Keterangan Terdakwa 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada 
terdakwa pada tanggal 6 maret 2012 dikutip dari nomor registrasi 
perkara : PDS-02/R.4.10/Ft.2/01/2012 yang dibacakan 
dipersidangan yang memohon agar Majelis Hakim Menjatuhkan 
Putusan sebagai Berikut : 
MENUNTUT : 
1. Menyatakan terdakwa : Nurdin Alias Aco Bin Larri, 
terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan 
penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia, 
alat dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya 
ikan dan/atau lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam 
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana 
pada Pasal 84 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. 
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Nurdin Alias Aco 
Bin Larri, dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan 
di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
sementara dan denda sebesar Rp.50.000.000,-  ( lima 
puluh juta rupiah ) subsidair 6 bulan kurungan. 
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3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit mesin 
kapal beserta dokumen KM Karya Mandiri dan 1 (satu) 
Unit kompresor di rampas untuk Negara sedangkan 14 
(empat belas) butir Pottasium sianida, 1 (satu) rol selang, 
1 (satu) buah regulator, 1 (satu) buah kacamata selam, 1 
(satu) pasang sepatu bebek, 1 (satu) buah jaring, 3 ekor 
ikan jenis sunu dirampas untuk di musnahkan. 
4. Menetapkan terdakwa membayar biyaya perkara sebesar 
Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) 
 
4. Komentar Penulis 
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah di uraikan di 
atas, maka dapat di simpulkan, telah sesuai dengan ketentuan 
baik menurt hukum Pidana Materil maupun hukum Pidana 
Formil dan juga syarat dapat dipidananya terdakwa, hal ini di 
dasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat 
bukti yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum, termasuk surat 
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik guna memastikan 
kebenaran atas salah satu barang bukti yang di miliki yaitu 
Pottasium Sianida. Serta keterangan saksi yang saling 
berkesesuaiian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui 
secara jujur perbuatan yang di lakukannya. 
Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana 
penangkapan ikan menggunakan bahan kimia yang di atur 
dalam Pasal 84 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 
45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 
31 Tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi 
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Pasal 84 ayat 1 
“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan 
dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan 
kimia, bahan bilogis, bahan peledak, alat dan/atau cara, 
dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau 
membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau 
lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 
tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 ( satu 
milyar dua ratus juta rupiah)” 
 
Pasal 8 ayat 
 
“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan 
dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan 
kimia, bahan bilogis, bahan peledak, alat dan/atau cara, 
dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau 
membahayakan. Kelestarian sumber daya ikan dan/atau 
lingkunganya di wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indoneisa.” 
 Ada pun unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi dalam Pasal  84 
ayat 1 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagai 
berikut : 
1. Unsur setiap orang 
Unsur ini terbukti berdasarkan alat bukti : 
- Keterangan saksi I, II, III, IV menyatakan bahwa pada saat 
dilakukan  pemeriksaan di atas KM Karya Mandiri yang di 
pergunakan oleh lelaki Nurdin alias Aco Bin Larri untuk melaut, 
ditemukan bahan kimia berupa potassium sianida 
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- Bahwa lelaki Nurdin alias Aco Bin Larri saat melakukan 
perbuatan dan sampai saat ini adalah dalam keadaan sehat 
jasmani rohani, tanpa tekanan, bujukan dari pihak manapun 
sehingga merupakan subjek hukum yang cakap. 
2.  Unsur sengaja 
Unsur ini terbukti berdasarkan alat bukti : 
- Keterangan saksi III dan IV menyatakan bahwa bahan kimia 
Pottasium Sianida adalah milik lelaki Nurdin alias Aco Bin Larri 
yang disimpan di atas KM Karya Mandiri untuk dipergunakan 
sebagai alat penangkap ika. 
- Padasaat melakukan perbuatan tersebut lelaki Nurdin alias Aco 
Bin Larri dalam keadaan sadar dan atas kehendaknya sendiri 
menangkap ikan menggunakan bahan kimia, semata-mata 
dilakukan sebagai pekerjaan yang menghasilkan uang. 
Tersangka melakukan penagkapan ikan secara sendiri tanpa 
bantuan/ saran/ pengaruh orang lain. 
- Keterangan tersangka bahwa ia membeli dan menyimpan 
bahan kimia potassium sianida tersebut diatas KM Karya 
Mandiri untuk di pergunakan menangkap ikan. Tersangka 
mengetahui bahwa menangkap ikan menggunakan potassium 
sianida adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum, 
namun karena tersangka ingin memperoleh hasil tangkapan 
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ikan yang banyak maka tersangka melakukan penangkapan 
ikan menggunakan bahan kimia Pottasium Sianida. 
3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 
Unsur ini terbukti berdasarkan alat bukti  
- Keterangan saksi I, II, III, IVmenyatakan bahwa KM Karya 
Mandiri yang dipergunakan oleh lelaki Nurdin alias Aco Bin 
Larri sebagai sarana melaut di periksa oleh polisi di perairan 
Pulau Salisingan Kec.Bala-balakan. Kab. Mamuju, Prop. 
Sulawesi Barat dengan koordinat 02’ 18’ 970” S – 117’ 14’ 020” 
B. 
- Keterangan tersangka menyatakan bahwa ia melakukan 
penangkapan ikan menggunakan bahan kimia potassium 
sianida diperairan gusun durian, Kab.Mamuju, Prop. Sulawesi 
Barat. 
- Keterangan ahli menyatakan bahwa perairan Pulau Salisingan 
Kec.Bala-balakan. Kab Mamuju, Prop. Sulawesi Barat dengan 
koordinat 02’ 18’ 970” S – 117’ 14’ 020” B atau di perairan 
Gusun Durian, Kab. Mamuju, Prop. Sulawesi Barat adalah 
merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 
4. Melakukan penangkapan ikan 
Unsur ini terpenuhi berdasarkan alat bukti : 
- Keterangan saksi III dan IV menyatakan bahwa bahan kimia 
Pottasium sianida tersebut sudah dipergunakan oleh lelaki 
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Nurdin alias Aco Bin Larri untuk menangkap ikan dan telah 
memperoleh hasil tangkapan berupa ikan jenis sunu sebanyak 
2 (dua) ekor. 
- Keterangan tersangka menyatakan bahwa ia melakukan 
kegiatan penangkapan ikan pada hari minggu tanggal 18 
Desember 2011 sekitar jam 10.00 Wita di perairan Gusun 
Durian, Kab. Mamuju, Prop. Sulawesi Barat dan telah 
memperoleh hasil tangkapan berupa ikan jenis sunu sebanyak 
2 (dua) ekor 
 
5. Menggunakan bahan kimia 
Unsur ini terpenuhi berdasarkan alat bukti : 
- Keterangan saksi I, II, III, IVmenyatakan bahwa KM Karya 
Mandiri yang dipergunakan oleh lelaki Nurdin alias Aco Bin 
Larri sebagai sarana melaut di temukan bahan kimia Pottasium 
Sianida. 
- Berita acara pemeriksaan laboratories menyatakan bahwa 
sampel barang bukti berupa 5 (lima) butir warna putih adalah 
benar potassium sianida (KCN). Kalium/ Pottasium Sianida 
merupakan bahan kimia berbahaya dan beracun 
- Keterangan ahli menyatakan bahwa potassium sianida 
merupakan bahan kimia yang berbahaya dan dilarang di 
pergunakan untuk menangkap ikan. 
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6. Dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber 
daya ikan dan/atau lingkungannya 
- Keterangan ahli menyatakan bahwa penggunaan bahan kimia 
potassium sianida untuk menangkap ikan dapat merugikan 
dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan 
lingkungannya. Pernyataan ini sesuai dengan penjelasan Pasal 
8 ayat 1 (satu) yang menyatakan bahwa penggunaan bahan 
kimia untuk menangkap ikan tidak saja mematikan ikan secara 
langsung, tapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia 
dan merugikan nelayan serta pembudidaya ikan. Apabila terjadi 
kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan tersebut, 
pengembalian kedalam keadaan semula akan membutuhkan 
waktu lama, bahkan punah. 
Dengan terpenuhinya semua unsur Pasal 84 ayat 1 Undang-
undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan maka menurut 
penulis penerapan Hukum Pidana Materil pada tindak Pidana 
Illegal Fishing dengan nomor kasus: Nomor 
253/Pid.B/2012/PN.MKS telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
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B.  Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan 
terhadap pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan 
menggunakan bahan kimia dalam (sutdi kasus Putusan 
No.253/PID.B/2012/PN.MKS) 
    1. Pertimbangan Hakim 
  Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan 
beserta unsur-unsur yang telah terpenuhi dan setelah mendengan 
keterangan saksi-saksi maka pertimbangan Majelis Hakim dalam 
menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor 
253/Pid.B/2012/PN.MKS adalah sebagai berikut : 
- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah 
di dakwa oleh penuntut umum melakukan kejahatan sebagai 
berikut :  
Melanggar ketentuan Pasal 84 ayat 1 (satu) Jo Pasal 8 ayat (1) 
Undang-undang Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2009 
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 
Tentang Perikanan. 
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah telah didengar 
keterangan beberapa saksi atau sumpah menurut agamanya 
masing-masing antara lain sebagai berikut :  
Saksi 1. Hasdi dan Saksi II A. Arwan, telah memberikan 
keterangan sesuai apa yang di berikan kepada  penyidik dan 
keterangan telah termuat dalam berita acara persidangan 
dimana keterangannya pada pkoknya telah mendukung 
dakwaan penuntut umum dan memberatkan perbuatan 
terdakwa 
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah di ajukan dan 
diperlihatkan barang bukti dan barang bukti tersebut telah 
dibenarkan oleh saksi-saksi dan di akui oleh terdakwa sebagai 
barang yang telah di buat padasaat terdakwa melakukan 
kejahatan tersebut. 
- Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan 
keterangan yang pada pkoknya telah mengakui perbuatannya. 
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- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam 
rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa 
maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum 
dan majelis yakin akan kesalahan terdakwa 
- Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dapat di 
pertanggungjwabkan kepadanya maka Majelis akan 
mempertimbangkan sebagai berikut : 
- Menimbang, bahwa majelis tidak melihat adanya 
alasan penghapus pidana baik alas an pembenar 
maupun alas an pemaaf dalam perbuatan terdakwa 
tersebut sehingga perbuatan terdakwa dapat di 
pertanggungjawabkan kepadanya 
- Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan terdakwa 
telah terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan 
kepadanya karena harus di hukum pula membayar 
ongkos perkara 
- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap 
terdakwa terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan hal-
hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan di 
jatuhkan dapat mencapai rasa keadilan: 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan 
kelestarian ekosistem yang ada di perairan, serta 
termasuk habitat dari biota yang hidup di perairan 
tersebut khususnya ikan 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatanya 
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan 
 
2.  Amar Putusan 
Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat 1 Jo 
Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
perikanan, maka amar putusan berikut : 
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MENGADILI 
- Menyatakan terdakwa Nurdin Alias Aco Bin Larri, terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penangkapan 
ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 
dengan menggunakan bahan kimia alat dan/atau cara dan atau 
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau 
lingkungan 
- Menghukum terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 1 
(satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh 
juta rupiah) sebsidair 5 (lima) bulan kurungan. 
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah di jalani 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan 
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan 
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit mesin kapal 
beserta dokumen KM Karya Mandiri dan 1 (satu) Unit 
kompresor di rampas untuk Negara sedangkan 14 (empat 
belas) butir Pottasium sianida, 1 (satu) rol selang, 1 (satu) buah 
regulator, 1 (satu) buah kacamata selam, 1 (satu) pasang 
sepatu bebek, 1 (satu) buah jaring, 3 ekor ikan jenis sunu 
dirampas untuk di musnahkan. 
- Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) 
 
 
3. Komentar Penulis 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan 
sangatlah harus memiliki rasa keadilan yang mencerminkan norma 
Pancasila yang menjadi sumber dari segala hukum yang ada di 
Indonesia, hakim di harapkan memiliki keyakinan dengan 
mengaitkan beberapa barang bukti dan alat bukti yang sah yang 
sudah di perhadapkan di muka pengadilan dan juga 
mempertimbangkan riwayat hidup dari terdakwa apakah dia adalah 
seorang yang telah berulangkali melakukan tindakan melawan 
hukum dan juga hakim dapat memepertimbangkan mengapa 
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seorang terdakwa melakukan perbuatan lewana hukum tersebut. 
Hakim Ketua pada kasus ini  bapak Railan SIlalahi pada saat 
diwawancarai oleh penulis mengatakan: 
“ tidak mudah memutuskan sebuah hukuman terhadap 
seorang terdakwa, saya harus memerhatikan dari banyak sisi 
karena saya harus bisa menjatuhkan hukuman terhadap 
terdakwa yang putusan hukam tersebut dapat di terima oleh 
semuanya, termasuk masyarakat, keluarga terdakwa, ataupun 
keluarga korban. Agar seluruh pihak yang dapat puas dengan 
putusan yang saya berika terhadap terdakwa. Seperti juga 
pada kasus ini, saya menjatuhkan Hukuman 1 (tahun) 6 
(enam) bulan penjara dengan denda Rp 50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah) subsidair kurungan 5 Bulan dengan 
mempertimbangkan jumlah ikan yang terdakwa dapatkan yaitu 
2 (ekor) dan juga terdakwa belum pernah melakukan tindakan 
melawan hukum sebelumnya terdakwa juga mengatakan 
bahwa ia melakukan tindak pidana ini hanya untuk memenuhi 
kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari di krenakan dia 
adalah seorang tulang punggung keluarga. Dengan hukuman 
seperti ini saya rasa pantas dengan pelanggaran yang telah 
dia lakukan”  
 Berdasarkan analisis penulis pada kasus ini, keputusan yang di 
berikan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman selama 1 tahun dalam 
perkara putusan Nomor 253/Pid.B/2012/PN.MKS sudah tepat dikarenakan 
penjatuan hukuman yang di berikan oleh Hakim tidak hanya berdasarkan 
pertimbangan Yuridis tetapi juga berdasarkan Sosiologisnya yang 
mengarah pada latar belakang tindak pidana tersebut, dan juga 
pemberian hukuman penjara tersebut kepada terdakwa dengan tujuan 
terdakwa tidak mengulangi kesalahannya kembali dan menangkap ikan 
dengan cara yang sesuai peraturan perundang-undangan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari pemaparan yang telah penulis paparkan di atas dengan 
sesuai rumusan masalah, maka kesimpulan yang dapat penulis 
berikan di antaranya : 
1.  Penerapan hukum pidana materil atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh Nurdin alias Aco Bin Larri telah sesuai. Hal ini 
terlihat pada terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal 
yang di dakwakan terhadap terdakwa dalam surat dakwaan 
Nomor : PERK-PDS-02/R.4.10/Ft.1/02/2012 yaitu terdakwa 
melanggar Pasal 84 ayat 1 (satu) Jo Pasal 8 ayat 1 (satu) 
Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan 
atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang 
Perikanan yaitu penggunakan bahan kimia dalam 
penangkapan ikan maka terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan 
putusan yang di jatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar. 
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2.  Hasil dari penelitian mengenai dari kasus tersebut penulis 
temukan, bahwa ada beberapa hal yang menjadi 
pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu 
perkara yaitu seperti fakta-fakta yang ada dalam persidangan  
dan memenuhi segala unsur dari pasal yang di dakwakan 
serta berdasarkan rasa keadilan hakim dan juga mengacu 
pada yurisprudensi serta ketentuan hukum yang mengatur 
tentang perkara yang sedang ia tangani dalam hal ini 
mengenai Pasal 84 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 45 
tahun 2009 tentang atas perubahan Undang-undang nomor 
31 tentang perikanan. Majelis hakim sebelum menjatuhkan 
pidana sudah tepat 1 (tahun) dan mempertimbangkan 
beberapa hal baik yang memberatkan ataupu yang 
meringankan terdakwa. Dikarenakan terdakwa hanya 
menagkap 2 (ekor) ikan dengan menggunakan bahan 
Pottasium sianida dan terdakwa merupakan tulang punggung 
keluarga sebagai ujung tombak pencari nafkah dan terdakwa 
juga telah menyesali perbuatannya maka Pidana yang 
dituntutkan oleh penuntut umum dikurangi oleh majelis hakim 
dari tuntutan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan 
denda Rp 50.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan Kurungan 
menjadi tinggal 1 (satu) tahun penjara dengan denda 
Rp.50.000.000,- subsidair 5 (lima) bulan kurungan. 
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B. Saran 
Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini 
1. Penegakan hukum tindak pidana Illegal Fishing harus 
dilakukan lebih optimal agar pemerintah dapat lebih tegas 
memberantas tindak pidana tersebut dan di harapkan Undang-
undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 
yang sudah ada dapat member efek jera terhadap pelaku 
tindak pidana Illegal Fishing  
2. Sekirannya pemerintah dalam hal ini departeman kelautan agar 
sering melakukan sosialisai dan penyuluhan kepada 
masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan sumberdaya 
alam Indonesia khususnya dalam hal sumberdaya laut, dan 
juga peningkatan armada kepolisian untuk berpatroli dan 
menjaga pintu-pintu masuk Negara Indonesia guna mencegah 
nelayan dari luar Negara Indonesia masuk dan mencuri ikan di 
laut Indonesia dan guna menjaga area laut Indonesia agar 
nelayan-nelayan Indonesia tidak melakukan Tindak Pidana 
Illegal Fishing dan dapat mengurangi tindak pidana Illegal 
Fishing. 
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